PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
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TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK
:
a. 
bahwa penyelenggaraan bangunan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya;



b.
bahwa dalam rangka terwujudnya tertib dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai fungsinya, perlu mengatur Izin Mendirikan Bangunan;


c.
bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Izin Mendirikan Bangunan.
-
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010.
-
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:
a. Ketentuan Umum;

b. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

c. Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan;

d. Ketentuan Jarak Bangunan;
e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
f. Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
g. Penertiban IMB;
h. Pelaporan;
i. Sanksi;
j. Penyidikan;
k. Ketentuan Pidana;
l. Ketentuan Penutup.
STATUS
:
-
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


-
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
· Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.
· Diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2012.
CATATAN
:
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Jenis kegiatan yang dikenai retribusi meliputi: pembangunan bangunan baru/perluasan bangunan; rehabilitasi/renovasi bangunan (perbaikan/perawatan, perubahan, pengurangan) kecuali pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
